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JAKARTA - Wacana penegakan hukumdan
HAMyang menjaditemadebatpertamapa-
sangan calon presiden dan calon wakil presiden

(

(capres-cawapres) harus menjadiagendakonkret

saatmerekaterpilih dalam Pemilu2019.

Jangan sampai berbagai
janjiyangmerekalontarkanha-
nya ramai di tataran diskusi,
tetapi minim di tataran aksi.
Hal itu disampaikan sejumlah
tokoh yang hadir dakam diskusi
membedah visi-misicapres-ca-
wapresjelang debat perdanadi
Jakarta kemarin. Inisiator Ge-
rakan Pemilih Rasional Ray
Rangkutimelihat, 80%visidan
misi kedua pasangan capres-
cawapres kali ini hampir sama.
Dan dia menyayangkan visi-
misi pasangan calen (paslon)
01 maupun 02 masih berkutat
padatahapanmakro.

“Visidan misiyanga

nya pada tahapan makro. Dua’

capres ini 80% visi dan misinya
sama. Tidak ada yang signi-
fikan dari visi dan misi secara
makro,” katanya.

Dia menjelaskan, dua pa-
sangancaprestidakbanyakme-
nyinggung langkah-langkah
yang lebih konkret untuk men-
capai visi misinya. Untuk ituia
berharap, debatpertamabesok
adalah momentum untuk
menjelaskan visi misi yang
substansial. Hal itu untuk me-
mastikanbahwarakyatsebagai
pemilih tidak memberikan cek
kosong kepada capres. “Debat
besokharusbicarake substansi

masalah. [tu untuk mencegah
hoaks. Civilsociety menyatakan
51apa pun /"ngb@ﬂ(uacm arus
melaksa
baugsaa
Peneli
tion Watc
Yuntho jus
kan keseri
dalam perr
si. Karen
dan 02 tidak memapa
cara detail upaya
angka korupsi di r\do 1esia.
Pemberantasan korupsi dalam
visi misi keduanya masih nor-
matif dan penerapannya me-
ngambang. “Bahkanisupembe-
rantasan korupsi tidak menjadi.
Drogram prioritas. Tidak ada
kejelasan b@nt 1k penguatan
}\PK misalnya,” kata
padak

a, uiamva

'si misi

Joko W1d<~do (Jokowt) sebagai

calon petahana. Dalam empat

(Foto kiri-kanan) Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung debat pertama capres-cawai
Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin. Debat pertama yang akan dikuti pasangan caj
Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno ters

Korupsi, dan Terorisme.

tahun terakhir kepemimpinan
Jokowi, ia menilai penegakan
hukum terkesan belum bebas
dari unsur politik. Misalnya
penempatan Jaksa Agung. Me-
nurutnya itu bisamenurunkan
tingkatkepercayaanmasyarakat
terhadap pemerintah lantar
JaksaAgungdianggapberafili
dengan partai politik tertentu.
“Penempatan politisi (sebagai)
Jaksa Agung membuat peme-
rintahan Jokowi memberikan
pengaruh, menurun tingkat ke-
percayaannya,” ujarnya.

Selainitu, lanjut dia, baik jo-
kowi maupun Prabowo sama-
samatidak beranimenargetkan
peringkat Indonesia dalam
indekspersepsikorupsi. “Tanpa
adaindikator yangjelas. Berani
enggak mereka targetin indeks
persepsi korupsi kita selama dia
menjabat ke skor tertentu,”
tantangnya.

Mantan Wakil Ketua Ko-

misi Nasional (Komnas) HAM
M Ridha Saleh berpandangan,
isu HAM tidak bisa dihindari
dari.debat nanti karena tiap

_paslon memiliki sejarah dalam

kasus HAM. Tapi, pelanggaran
HAM ini jangan dipolitisasi,
tapi justru dicarikan langkah
yang konkret untuk ke depan-
nya. “Pelanggaran HAM inija-
ngan dipolitisasi, justru kita
ingin adanya penegakan hu-
kum yang konkret di Indonesia
untukpencegahan terulangnya
pelanggaran HAM," ujarnya.
Disisilainanggota Jaringan
Guru Besar Antikorupsi Ha-
riadi Kartodihardjo lebih me-
nyoroti pengelolaan sumber
daya alam (SDA) yang punya
potensisangat besar atas ter-
jadinya tindak pidana korupsi.
Namun vang jadisoal, penin-
dakan atas korupsidalam pe-
ngelolaan SDA tersebut sa-
ngat sulit dilakukan. “Kalau

ﬂihat dari perkembangannya,
saya lebih melihat yang terkait
dengan SDA. SDA yang sangat
pentingdalamkonstelasibaikitu
peningkatan nd\av
maupun te
503131, katanya.
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